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Abstrak 
Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal Indonesia, yang bertugas 
menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang 
membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. 
Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas 
Kabupaten Manggarai Timur NTT yaitu praktik gadai “Mori Masa”. Gadai “Mori Masa” adalah 
transaksi pinjam meminjam antara seorang penggadai (Debitur/rahin) dengan seorang penerima 
gadai (kreditur/murtahin) dengan memberikan jaminan sawah atau kebun tanpa ada penentuan 
batas waktu pengembalian. Syarat dari gadai “Mori Masa” adalah objek jaminan 
(agunan/marhun) tersebut harus dimanfaatkan oleh pihak kreditur minimal satu tahun, selama 
pihak debitur/rahin belum bisa mengembalikan uang tersebut maka pihak kreditur bebas untuk 
memanfatkan sawah atau kebun tersebut dan hasil pengelolaan atas sawah itu sepenuhnya untuk 
murtahin. Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya 
merupakan salah satu bentuk dari konsep muammalah, dimana sikap menolong dan sikap 
amanah sangat ditonjolkan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa syarat kesempurnaan rahn itu 
adalah apabila ada kelebihan uang atas hasil penjualan atau penggunanan barang agunan tersebut 
setelah dipotong untuk melunasi utang pihak debitur  maka harus sesuai dengan ajaran hukum 
Islam. Jenis penelitian dalam skripsi adalah penelitian lapangan ( field research) dengan metode 
pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan 
mengenai gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten 
Manggarai Timur, NTT. Berdasarkan hasil penelitian penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-
prinsip Islam dalam transaksi gadai “Mori Masa” pada masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan 
Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur semuanya tidak sejalan dengan aturan-aturan 
syariat karena terdapat unsur ketidakadilan. Berdasarkan pengamatan penyusun, adat istiadat 
yang ada di Kelurahan Pota yaitu gadai “Mori Masa” telah jauh menyimpang dari aturan yang 
ditetapkan dalam ajaran hukum Islam, yakni dalam hal pemanfaatan jaminan gadai yaitu 
sawah/kebun. Oleh karena itu adat ini tidak boleh dipraktekkan apalagi dijadikan sebagai jalan 
pintas jika ingin melakukan transaksi pinjam meminjam karena gadai “Mori Masa” bertentangan 
dengan hukum Islam dan merupkan suatu sistem yang tidak dapat ditolerir keharamannya jika 
dilakukan. 
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The presence of a pawnshop as a formal Indonesian financial institution, which is in 
charge of channeling financing in the form of lending money to people who need it based on a 
pawning law, is something that needs to be welcomed positively. The practice of pawning carried 
out by the community in Pota Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency, NTT is 
the practice of "Mori Masa" pawn. "Mori Masa" pawn is a loan and loan transaction between a 
pawner (Debtor / rahin) and a pawn recipient (creditor / murtahin) by providing collateral for 
rice fields or gardens without any time limit being set. The terms of the "Mori Masa" pawn are 
the collateral object (collateral / marhun) must be utilized by the creditor for at least one year, 
as long as the debtor / rahin has not been able to return the money, the creditor is free to take 
advantage of the rice field or garden and the results of management of the rice field it is entirely 
for apostasy. In al-Qur'Aan surah al-Baqarah verse 283 explained that the pawning is 
essentially one form of the concept of muammalah, where the attitude of help and attitude of 
trust is very highlighted. As explained that the condition for the perfection of rahn is that if there 
is excess money from the sale or use of the collateral after deducting the debtor's debt, it must be 
in accordance with the teachings of Islamic law.the debtor must then be in accordance with the 
teachings of Islamic law. This type of research is a type of field research with data collection 
methods, observations, documentation and interviews of several parties concerned originating 
from the community in Pota Village Sambi Rampas District, East Manggarai Regency-
NTT.Based on the results of the study, the authors concluded that the principles of shari'ah in the 
"Mori Masa" pawn transaction of paddy land / gardens in the community of Pota Village, Sambi 
Rampas District, East Manggarai Regency as a whole are not in accordance with sharia norms 
because there is an element of exploitation (injustice), namely in the case of taking benefits for 
collateral until the debt is paid by the pledge (debtor / rahin). While the womb does not get 
anything from the results of processing collateral (soil / rice fields). 
Keywords: Pawn of “Mori Masa”, Islamic Law Review. 
  
A. Pendahuluan 
Dalam menghadapi krisis saat ini permasalahan dibidang perekonomian menyebabkan 
kegelisahan dikalangan masyarakat terutama lapisan masyarakat kelas bawah dan menengah 
yang berpenghasilan rendah. Mereka mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan akibat 
kebutuhan ekonomi dan finansial yaitu kebutuhan yang mendadak akan uang tunai, seperti 
untuk biaya hidup, pendidikan anak, perawatan rumah sakit, dan keperluan lain yang tidak 
dapat diperkirakan sebelumnya. Mereka terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan 
barang sebagai pegangan sekirannya uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan yang 
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populer disebut dengan nama gadai. Gadai dipandang memiliki resiko yang rendah dengan 
tata cara pemberian pinjaman yang sederhana.1 
Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal Indonesia, yang bertugas 
menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang 
membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. 
Misalnya praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pota Kecamatan 
Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT yaitu praktik gadai “Mori Masa”. Gadai 
“Mori Masa” adalah transaksi pinjam meminjam antara seorang penggadai (Debitur/rahin) 
dengan seorang penerima gadai (kreditur/murtahin) dengan memberikan jaminan sawah atau 
kebun tanpa ada penentuan batas waktu pengembalian. Syarat dari gadai “Mori Masa” 
adalah objek jaminan (agunan/marhun) tersebut harus dimanfaatkan oleh pihak kreditur 
minimal satu tahun, selama pihak debitur/rahin belum bisa mengembalikan uang tersebut 
maka pihak kreditur bebas untuk memanfatkan sawah atau kebun tersebut dan hasil 
pengelolaan atas sawah itu sepenuhnya untuk murtahin 
Gadai “Mori Masa tidak jauh beda dengan gadai pada umumnya yang terjadi di 
pegadaian, jika dalam pegadaian pada umumnya gadai itu ditetapkan suku bunganya dan 
disepakati mengenai jangka waktu pengembalaian utang tersebut maka beda halnya dengan 
gadai Mori Masa tidak ditetapkan suku bunga tetapi jaminan atas utang (sawah dan/atau 
kebun) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang (kreditur) dan tidak disepakati 
waktu pengembalian utangnya, jika penerima utang (debitur) sudah mempunyai uang untuk 
menebus utang tersebut maka dia dapat langsung membayarnya dan mengambil kembali 
sawah dan/atau kebunnya itu, tetapi jika sebaliknya maka pihak pemberi utang (kreditur) 
bisa memanfaatkan dan menikmati sepenuhnya hasil dari penggarapan sawah dan/atau 
kebun tersebut  sampai pihak penerima utang (debitur) memiliki uang untuk melunasi 
utangnya, berdasarkan kebiasaan jaminan (sawah dan/atau kebun) tersebut dimanfaatkan 
selama satu tahun dulu oleh pihak pemberi utang (kreditur) baru bisa ditebus kembali oleh 
pihak penerima utang (debitur). 
                                                          
Ermi Suhasti Sy,  Operasionalisasi pegadaian dalam Perspektif Islam, 
https://www.slidshare.net/mobile/ermi-suhesti-sy-operasional-pegadaian-dalam-perspektif-islam (30 
September 2019)  h. 213 
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Dalam konsep hukum Islam gadai dikenal dengan istilah al-Rahn. Istilah rahn dalam 
perbankan di Indonesia disebut dengan kata “agunan”. Ulama Syafi’iyyah brpendapat bahwa 
al-Rahn adalah “ja’lu ainin yajuzu bay’uha washiqatan badaynin yustaufa minha ‘inda 
ta’adhuriwafaihi “ menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang 
dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Sayyid Sabiq 
menambahkan bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta 
dalam pandangan shara’ sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil 
seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.2 
Rahn (gadai) sebagai moda pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminkan barang 
berharga untuk memperoleh utang dan yang dapat digunakan untuk pelunasan utang 
tersebut, apabila utang tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah disetujui. Pada 
waktu debitur tidak dapat membayar kembali utang tersebut, maka barang yang digadaikan 
tersebut akan dijual untuk melunasi utang yang tertunggak dan apabila dari penjualan 
tersebut diperoleh nilai yang lebih besar dari utang debitur, maka kelebihan tersebut 
dikembalikan kepada pemilik barang yang digadaikan (Khir, Gupta, dan Shanmugam, 2009 
:187). Dengan demikian, rahn tidak ada bedanya dengan gadai menurut hukum perdata 
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.3 
Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya 
merupakan salah satu bentuk dari konsep muammalah, dimana sikap tolong menolong dan 
sikap amanah sangat ditonjolkan. Lalu apakah gadai Mori Masa ini merupakan produk yang 
dihalakan oleh hukum Islam dan sesuai dengan konsep syar’ih, dengan sistem yang sangat 
merugikan, dimana pihak kreditur mengambil keuntungan komersil atas agunannya. 
B. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan ( field 
research), dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara 
beberapa pihak yang bersangkutan mengenai gadai “Mori Masa” Kelurahan Pota, 
Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Praktek Gadai “ Mori Masa” Tanah Sawah Di Kelurahan Pota  
                                                          
2 Dr. Ade Sofyan Mulazid,  Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah  (Jakarta,  Kencana,  2016)  h. 3 
3Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya,  h. 367 
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Di samping sebagai petani masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas 
Kabupaten Manggarai Timur bekerja sebagai pegawai, pedagang dan nelayan, akan 
tetapi dalam kondisi yang terdesak dan memaksa seperti untuk biaya pendidian, biaya 
modal usaha, biaya hidup mereka, maupun masalah lainnya, contohnya yang terjadi pada 
bapak H. Abdullah Dg. Mantara, beliau melakukan transaksi gadai “Mori Masa”, beliau 
menggadaikan sawahnya kepada bapak Ahmad Mastura karena beliau sangat 
memerlukan uang untuk membiayai anaknya yang mengalami kecelakaan, hal mendesak 
seperti inilah yang membuat masyarakat Kelurahan Pota melakukan transaksi gadai Mori 
Masa.4  
Pada umumnya masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas 
Kabupaten Manggarai Timur menyebut gadai “Mori Masa” merupkan suatu transaksi 
pinajam meminjam dimana sawah/kebun sebagai jaminan. Barang gadai (sawah/kebun) 
tersebut dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (kreditur/murtahin) dengan masa 
waktu yang tidak ditentukan, kapan sajah pihak debitur/rahin ingin mengembalikan uang 
pinjaman tersebut maka boleh dikembalikan, akan tetapi biasanya barang gadai 
(sawah/kebun) itu harus dimanfaatkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur/murtahin  
paling sedikit 3 kali panen atau sama dengan 1,5 tahun pemakaian. Orang yang 
melakukan gadai disebut (Dou ma Gade) dan pihak penerima gadai disebut (Dou ma 
terima Gade).5 
Adapun mengenai batasan waktu, seperti artinya Gadai “Mori Masa” yaitu 
transaksi gadai yang tanpa batasan waktu, asalkan pihak penggadai telah memiliki uang 
untuk melunasi pinjamannya maka tanahnya pun juga boleh dikembalikan pula. Akan 
tetapi, berdasarkan kebiasaanya pihak penerima gadai (kreditur/murtahin) harus 
memanfaatkan terlebih dahulu sawah atau kebun itu selama kurang lebih 1,5 tahun (3 
kali panen) baru bisa diambil kembali oleh pihak penggadai (debitur/rahin) meskipun 
pihak pemberi gadai telah memiliki uang sebelum waktu tersebut. Sebaliknya jika 
pemberi gadai belum memiliki cukup uang untuk dikembalikan maka barang gadai 
                                                          
4H. Abdullah Dg Mantara (65 Tahun), Masyarakat yang Melakukan Transaksi Gadai Wawancara, Pota, 6 Februari 
2020 
5Drs. Ahmad ZM  ( 67 Tahun ), Tokoh Masyarakat Kelurahan Pota,  wawancara, Pota, 5  Februari 2020 
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(sawah/kebun) tersebut akan terus dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai sampai pihak 
pemberi gadai sudah memiliki cukup uang, meskipun hasil dari pemanfaatan sawah atau 
kebun itu sudah melebihi utang pihak pemberi gadai.6 
Praktek gadai “Mori Masa” ini dapat dikatakan sebagai praktek gadai turun 
temurun yang dilakukan di Kelurahan Pota. Gadai “Mori Masa” adalah sebuah akad 
yang tidak termasuk dalam agenda Kelurahan. Pemerintah Kelurahan Pota tidak pernah 
dilibatkan dalam transaksi gadai “Mori Masa” yang dilakukan oleh warganya. 
Pemerintah baru akan dilibatkan apabila telah terjadi suatu sengketa  ataupun 
wanprestasi mengenai gadai “Mori Masa”  sawah/kebun tersebut.7 
Berdasarkan wawancara telah banyak terjadi masalah mengenai gadai “Mori 
Masa” sawah/kebun tersebut. Salah satunya adalah Karena tidak adanya bukti serah 
terima saat transaksi tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak. Seperti akad pada 
umumnya adanya bukti serah terima antara pemberi gadai dengan penerima gadai berupa 
kwitansi.  Kwitansi adalah satu hal yang sangat penting dan wajib ada dalam suatu akad 
pinjam meminjam, maka beda halnya dengan  gadai “Mori Masa” yang merupakan suatu 
akad dengan sistem yang sangat mudah, apabila  pemberi gadai sudah menyerahkan 
tanah sawah/kebun miliknya dan penerima gadai juga menyerahkan uang yang akan 
dipinjam maka selesailah transaksi tersebut. Hal inilah yang sering menjadi masalah 
dikemudian hari, bahkan karena hal ini transaksi yang awalnya sangat simple itu menjadi 
suatu hal yang sangat rumit diatasi. Bahkan penerima gadai harus rela sawah/kebunnya 
dimanfaatkan selama puluhan tahun karena tidak adanya suatu kejelasan dalam transaksi 
ini, baik itu mengenai batasan waktu kapan utang itu dilunasi oleh debitur/rahin maupun 
batasan waktu sampai kapan sawah/kebun tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai 
(kreditur/murtahin). 
2. Proses Terjadinya Gadai “Mori Masa” 
 Salah satu kewajiban umat Islam adalah menjalankan ajaran syariah dalam segala 
aspek kehidupan, salah satunya adalah bermuamalah, dimana manusia dalam 
                                                          
6Stanisius Ndala ( 52 Tahun), Kepala Kelurahan Pota, Wawancara, Pota, 29 Januari 2020 
7Stanisius Ndala ( 52 Tahun), Kepala Kelurahan Pota, Wawancara, Pota, 29 Januari 2020 
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berhubungan dengan manusia lain baik dalam hal sosial, politik, ekonomi, dan lainnya 
harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan dalam Islam. 
 Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain, sebab manusia merupakan 
makhluk sosial yang memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, baik berupa materi maupun non materi. Krena saling membutuhkan inilah 
maka terjadilah muamalah seperti adanya gadai “Mori Masa”. 
 Proses terjadinya praktek gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota berawal dari 
kebutuhan-kebutuhan mendesak dan kebiasaan masyarakat yang tidak ingin ribet dalam 
mencari pinjaman uang. Dalam praktek gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota berawal 
dari pihak A (debitur) yang menemui pihak B (kreditur/murtahin) dengan mengutarakan 
maksud dan tujuannya untuk meminjam uang melalui transaksi gadai “Mori Masa”, 
kemudian setelah pihak B menyatakan akan meminjamkan uang tersebut melalui jalan 
gadai “Mori Masa” maka dilakukan penyerahan barang antara pihak A yang 
menyerahkan satu petak sawah sebagai jaminan dan pihak B menyerahkan uang yang 
akan dipinjam. Hal ini dilakukan begitu saja tanpa adanya suatu perjanjian mengenai 
jangka waktu pengembalian utang tersebut maupun sampai kapan sawah tersebut 
dimanfaatkan.8 
 Proses terjadinya akad gadai “Mori Masa” ini dilakukan tanpa adanya perjanjian 
yang pasti dengan kata lain tidak adanya bukti serah terima hitam di atas putih seperti 
perjanjia pada umumnya. Pemerintah setempat tidak mengetahui sama sekali transaksi 
ini dilakukan, dengan asumsi saling percaya antara kedua belah pihak.9 
3. Sistem Gadai “Mori Masa” di Kelurahan Pota Menurut Hukum Islam 
 Gadai adalah suatu perjanjian (akad) utang-piutang dengan menjadikan barang yang 
bernilai menurut syara’ sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan. Akad gadai 
dibenarkan dalam firman Allah swt. dalam Qs al-Baqarah/2:283: 
                                                          
8Drs. Ahmad ZM  ( 67 Tahun ), Tokoh Masyarakat Kelurahan Pota,  wawancara, Pota,  5 Februari 2020 
9Frans B. Jahudi (51 Tahun), PMD & PELUM  Kelurahan Pota, Wawancara, Pota, 1 Februari 2020 
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ْقبُوضَ ۞َوإِن كُنتُْم َعَلٰى َسفٍَر َولَ   ْم تَِجدُوا َكاتِبًا فَِرَهاٌن مَّ
اْؤتُِمَن  م بَْعًضا فَْليَُؤد ِ الَِّذيِمَن َبْعُضكُ إِْن أَ فَ ةٌٌۖ
َهادَةََۚ وَ  َ َربَّهُُۗ َوََل تَْكتُُموا الشَّ ُ بِمَ آا فَإِنَّهُ ْكتُْمهَ يَ َمن أََمانَتَهُ َوْليَتَِّق َّللاَّ  َوَّللاَّ
 يٌم  ا تَْعَملُوَن َعلِ ثٌِم قَْلبُهُُۗ
 
Terjemahnya 
 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang)..10 
 Jika menelaah ayat di atas, maka sifat dari hukum yang terkandung adalah faktor 
kebutuhan, menurut pendapatnya al-Syaukani yang mengatakan bahwa barang siapa 
dalam berpergian melakukan utang piutang dan tidak ditemukan seorang penulis maka 
untuk memudahkannya diberikan jaminan untuk dipegang.11  Jadi dapat dikatakan 
bahwa adanya akad utang pitang karena adanya kebutuhan yang terdesak. Alasan 
melakukan transaksi gadai “Mori Masa” itu lazimnya karena pemilik tanah 
membutuhkan uang. Jika untuk memenuhi kebutuhannya lalu ia tidak memiliki uang 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka ia menggunakan hartanya yang lain misalnya 
tanah, dengan jalan menggadaikan tanah tersebut melalui sistem gadai “Mori Masa”. 
 Kegiatan menggadaikan barang dalam hukum Islam sudah ada sejak dahulu kala 
dan merupakan kegiatan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan seperti yang dijelaskan 
dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang artinya adalah “ Jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang”. Selain orang 
dalam perjalanan, orang yang menetap pun diperbolehkan melakukan transaksi gadai. 
Berdasarkan sunnah Rasulullah saw. yaitu tatkala beliau menggadaikan baju besinya 
ketika beliau menetap di Madinah kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan. Hal 
ini diceritakan dalam sebuah hadis yang berbunyi: 
ٍ َطعَاًما َورَ  ُ عَلَْيِه َوَسلََّم ِمْن يَُهوِدي  ِ َصلَّى َّللاَّ   َحِديدَهنَهُ ِدْرعًا ِمْن َعْن َعائَِشةَ قَالَْت اْشتََرى َرسُوُل َّللاَّ
                                                          
10 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: CV Toha Putra, 1989. 
 
11Imam Muhammad ‘Ali Ibn as-Syaukani, Fath al-Qadir (Beirut: Dar: al-Kuttub al-‘Ilmiyyah 1410 H/1994 
M) I:383 
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رواه البخا ري و مسليم )  
Artinya; 
Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dari seorang 
Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada 
Yahudi. (H.R al-Bukhari dan Muslim)12 
Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menggadaikan barang 
berharga dapat dilakukan walaupun para pihak tidak dalam berpergian. Sementara 
jumhur ulama juga telah sepakat memperbolehkan gadai bagi orang yang menetap. 
Menurut hukum Islam suatu perbuatan dikatakan sah apabila memenuhi unsur-
unsurnya. Dari hasil penelitian dan pengamatan penyusun, tradisi gadai “Mori Masa” 
yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pota bahwa rukun dan syaratnya sudah 
sesuai dengan yang anjurkan dalan syariat Islam, walaupun masih ada beberapa 
kesamaran pada proses serah terima jaminan dan pemanfaatan atas jaminan tersebut. 
Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah 
maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau 
surat-surat rumah itu yang dipegang oleh kreditur.13  Dan tanah merupakan benda tak 
bergerak, maka dalam hal menggadaikannya cukup menggunakan sertifikat untuk 
diserahkan kepada penerima gadai. Tetapi dalam sistem gadai “Mori Masa” penggadai 
(debitur/rahin) sertifikat sawah tersebut tidak diserahkan kepada rahin sebagaimana 
seharusnya melainkan sawahnya langsung yang diserahkan kepada penerima gadai 
(murtahin). 
Akad  yang terjadi diantara kedua pihak hanya dilandaskan  suatu kepercayaan 
bahwa sawah tersebut benar milik debitur/rahin. Sehingga hal ini akan menjadi ancaman 
bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi jika dikemudian hari terjadi sengketa. 
Apabila terjadi perselisihan atau adanya keperluan lain yang mendesak mereka selalu 
                                                          
12Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jus III (PT:Makhtabah Al-
Arabiyyah)  h. 1926 
13Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, h. 369 
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merundingkannya. Tapi kadangkala perselisihan itu menjadi besar sampai melibatakan 
pihak yang berwajib.  
Pemanfaatan atas jaminan gadai ini sepenuhnya dilakukan  oleh kreditur/murtahin 
sampai debitur/rahin melunasi utangnya. Jika setelah satu tahun rahin belum 
mempunyai uang, maka pemanfataan atas jaminan gadai tersebut akan diteruskan 
sampai rahin memiliki uang untuk melunasi hutangnya.  
Hukum Islam menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai dilakukan 
oleh rahin sebagai pemilik barang, bukan oleh murtahin (penerima gadai). Akad gadai 
bukanlah akad sewa menyewa dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai 
adalah akad pinjam meminjam dimana jaminan ada sebagai bentuk kepercayaan semata. 
Oleh karena itu, ulama menyepakati bahwa hak atas manfaat barang yang dijadikan 
agunan (marhun) berada pada pihak penggadai, penerima gadai tidak diperbolehkan 
mengambil manfaat barang gadai tersebut kecuali atas persetujuan oleh rahin. kreditur 
diperbolehkan menikmati manfaat agunan jika agunan tersebut membutuhkan biaya 
perawatan dan pemeliharaan, hanya sebatas pada biaya yang dibutuhkan sebagaimana 
disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni-nya, penerima gadai tidak boleh 
mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikitpun, kecuali dari yang bisa 
ditunggangi atau perah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Hasil yang diambil dari 
jaminan gadai adalah sekedar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatannya saja. 
dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal itu dikategorikan kedalam riba 
yang dilarang dalam syariat Islam.14 
Kelurahan Pota Kecamtan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 
pemanfaatan sawah sebagai jaminan gadai dimanfaatkan oleh murtahin dan bukan oleh 
rahin. Hal ini karena pemanfaatan jaminan gadai merupakan pelaksanaan dari proses 
akad gadai “Mori Masa”. Walaupun tidak disebutkan dan disepakati dalam akad gadai 
diantara keduanya bahwa sawah tersebut akan digarap oleh murtahin. Namun, hal 
                                                          
14 Nurwahidah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Sawah”, 
Skripsi, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015, h. 54 
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tersebut merupakan hal yang pasti karena sudah menjadi ketentuan dalam sistem gadai 
“Mori Masa”. Hal ini telah diketahui secara umum bahwa sistem gadai “Mori Masa” 
salah satunya adalah penggarapan sawah oleh murtahin. 
Menurut pengamatan penyusun daya tarik dari gadai “Mori Masa” ini terletak 
pada penggarapan sawah oleh murtahin. Inilah salah satu alasan yang membuat 
kreditur/murtahin dengan senang hati membantu debitur/rahin. Ahmad Azhar Basyir 
mengatakan bahwa dalam bermuamalah harus dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya 
paksaan. Muamalah juga harus dilaksanakan dengan memlihara nilai-nilai keadilan, 
menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dalam 
kesempitan. Mengenai aturan main penduduk suku Manggarai di Kelurahan Pota dalam 
hal pemanfaatan jaminan gadai ini, sejauh pengamatan penyusun rahin tidak benar-
benar tertolong. Meskipun disatu sisi rahin tertolong untuk mengatasi kesulitan yang 
satu, akan tetapi disisi lain justru semakin terpuruk dalam kesulitan lainnya. Hal ini 
dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan mendesak dan darurat yaitu mengganti 
kesusahan yang berat dengan kesusahan yang lebih ringan sesuai dengan kaidah ushul 
fiqih. 
Aturan di Kelurahan Pota ketika debitur/rahin memutuskan untuk menggadaikan 
sawahnya dengan melakukan transaksi gadai “Mori Masa”, maka pada saat itu pula 
rahin telah merelakan sawahnya digarap oleh murtahin. Hasil dari pengelolaan tersebut 
sepenuhnya diambil oleh murthain. Dalam hukum Islam mengambil manfaat atas 
pinjaman yang diberikan adalah sesuatu yang dilarang dengan tegas dalam Islam karena 
termasuk riba yang tidak dapat ditolerir keharamannya. 
Hukum Islam mengatakan bahwa rahinlah yang berhak mengelola dan mengambil 
hasil atas jaminan gadai agar dapat digunakan untuk membayar utangnya. Jika 
kreditur/murtahin mengelolah sawah gadai berdasarkan izin debitur/rahin, maka hak 
rahin untuk ikut menikmati hasilnya tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, harus 
diberlakukan sistem bagi hasil antara rahin dan murtahin. 
Beberapa kesalahan atau penyimpangan di atas walaupun atas kerelaan dan 
keikhlasan rahin, tetapi pemanfaatan barang tersebut berasal dari menghutangkan uang, 
maka hal ini dapat dikategorikan kepada riba an-Nasiah yaitu riba yang menetapkan 
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suku bunga dengan melebihkan jumlah pinjaman berdasarkan ketentuan tertentu. Jenis 
riba ini telah terkenal dikalangan masyarakat jahiliyah di masa lalu dan jenis riba ini 
sangat dilarang untuk dilakukan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs al-
Baqarah/2:276: 
ُ ََل يُ  دَقَاِتُۗ َوَّللاَّ بَا َويُْربِي الصَّ ُ الر ِ  يٍم  أَثِ َكفَّاٍر   كُلَّ ِحب  يَْمَحُق َّللاَّ
  
Terjemahnya: 
Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai 
Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan bergelimang dosa.15 
Kebiasaan masyarakat suku Manggarai di Kelurahan Pota dalam melakukan 
praktek gadai “Mori Masa” menurut pengamatan penyusun dapat dikategorikan 
kepada urf’ (adat) yang fasid. Hal ini karena kebiasaan masyarakat di Kelurahan Pota 
bertentangan dengan nash-nash dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, selain itu adat 
istiadat ini bukannya mendatangkan kemaslahatan melainkan mendatangkan 
mudharat. Terdapat  penyimpangan yang tidak bisa ditolerir lagi yakni dalam hal 
pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (kreditur). Pemanfaatan barang gadai 
tersebut disebabkan oleh adanya pinjaman uang. Hal ini termasuk dalam riba an-
Nasiah yaitu riba yang menetapkan suku bunga dengan melebihkan jumlah pinjaman 
berdasarkan ketentuan tertentu. walaupun dalam transaksi gadai “Mori Masa” 
pemanfaatan tersebut atas izin debitur/rahin, akan tetapi Islam tidak bisa mentolerir 
haramnya riba dalam transaksi gadai “Mori Masa” menjadi sesuatu yang 
diperbolehkan untuk dilakukan. Beradasarkan firman Allah swt. dalam Qs al-
Baqarah/2:275: 
 
بَا ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما يَقُوُم الَّ  ِلكَ بَّطُهُ الشَّيْ يَتَخَ  ِذيالَِّذيَن يَأْكُلُوَن الر ِ
َۚ ذَٰ  بِأَنَُّهْم قَالُوا َطاُن ِمَن اْلَمس ِ
ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  بَاُۗ َوأََحلَّ َّللاَّ بَاَۚ اَم إِنََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الر ِ ب ِِه  فََمن َجاءَ لر ِ ن رَّ انتََهٰى فَلَهُ َما فَ هُ َمْوِعَظةٌ م ِ
ئَِك أَ  ٌِۖ َوَمْن َعادَ فَأُولَٰ  ِلدُوَن  ْم فِيَها َخااِرٌۖ هُ لنَّ ْصَحاُب اَسلََف َوأَْمُرهُ ِإلَى َّللاَّ
Terjemahnya: 
Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
                                                          
15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45 
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menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.16 
Dalam penetapan suatu aturan hukum, adat (urf’) adalah salah satu sumber dalam 
menetapkan hukum Islam, yang dimana saratnya tidak bertolak belakang dengan syara’. 
sejauh ini penyusun mengamati, adat yang ada di Kelurahan Pota yaitu gadai “Mori 
Masa” telah menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam ajaran hukum Islam, yakni 
dalam hal pemanfaatan jaminan gadai yaitu tanah (sawah/kebun). Oleh karena itu adat ini 
tidak boleh dipraktekkan apalagi dijadikan sebagai jalan pintas jika ingin melakukan 
transaksi pinjam meminjam karena gadai “Mori Masa” bertentangan dengan Hukum 
Islam dan merupkan suatu sistem yang tidak dapat ditolerir keharamannya jika dilakukan. 
 
D. Kesimpulan 
Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi 
Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT yaitu praktik gadai “Mori Masa”. Gadai “Mori 
Masa” adalah transaksi pinjam meminjam antara seorang penggadai (Debitur/rahin) dengan 
seorang penerima gadai (kreditur/murtahin) dengan memberikan jaminan sawah atau kebun 
tanpa ada penentuan batas waktu pengembalian. Syarat dari gadai “Mori Masa” adalah 
objek jaminan (agunan/marhun) tersebut harus dimanfaatkan oleh pihak kreditur minimal 
satu tahun, selama pihak debitur/rahin belum bisa mengembalikan uang tersebut maka pihak 
kreditur bebas untuk memanfatkan sawah atau kebun tersebut dan hasil pengelolaan atas 
sawah itu sepenuhnya untuk murtahin. Akad seperti ini tentu tidak menguntungkan salah 
satu pihak dan biasanya pihak prnggadailah (rahin/debitur) yang mengalami hal ini, karena 
murtahin mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, selain pemanfaatan menikmati 
sepenuhnya hasil pengolahan tersebut tanpa ada bagi hasil dengan pihak rahin, murtahin 
                                                          
16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 40  
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juga dapat menggadaikan kembali barang jaminan dalam hal ini sawah atau kebun itu 
kepada pihak lain. 
Kebiasaan masyarakat suku Manggarai di Kelurahan Pota dalam melakukan praktek 
gadai “Mori Masa” menurut analisa penyusun dikategorikan kepada urf’ (adat) yang fasid. 
Hal ini karena kebiasaan masyarakat di Kelurahan Pota bertentangan dengan nash-nash 
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, selain itu adat istiadat ini bukannya mendatangkan 
kemaslahatan melainkan mendatangkan mudharat. Terdapat  penyimpangan yang tidak bisa 
ditolerir lagi yakni dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (kreditur). 
Pemanfaatan barang gadai tersebut disebabkan oleh adanya pinjaman uang. Hal ini termasuk 
dalam riba an-Nasiah yaitu riba yang menetapkan suku bunga dengan melebihkan jumlah 
pinjaman berdasarkan ketentuan tertentu. walaupun dalam transaksi gadai “Mori Masa” 
pemanfaatan tersebut atas izin debitur/rahin, tetapi hukum Islam tidak bisa mentolerir 
adanya riba dalam transaksi gadai “Mori Masa” menjadi sesuatu yang diperbolehkan untuk 
dilakukan. 
Masyarakat Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur-
NTT, hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan hukum Islam dalam melakukan segalah 
hal khususnya dalam melakukan akad gadai “Mori Masa”. Sebaiknya akad ini tidak lagi 
digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan pinjaman. Akad ini membuka peluang untuk 
melakukan perbuatan dosa, karea sistemnya yang sangat bertentangan dengan syara’ dan 
mengandung keharaman riba yang tidak dapat ditolerir lagi. Jalan pintas sesungguhnya 
membawa kita pada lintasan yang curam dan beresiko tinggi untuk mencapai akhir, 
sebaliknya meskipun lintasan yang jauh menguras waktu setidaknya kita aman dan selamat 
sampai akhir. mengenai pemanfaatan hasil penggarapan sawah oleh pihak murtahin 
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